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TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

. PENJELASAN UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu
tempat oleh umum.

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini,
maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat
membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan
barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk
perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang,
estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan
dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan
kesehatan.

Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya
menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada
daerah dengan nama Pajak Reklame.

Pengertian pajak reklame disini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan Daerah.

Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah,
maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus
meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan
berkualitas.

Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini, lebih
dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame,
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik
lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame.

Akhirnya dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas
hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana terhadap
penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malang, maka suasana kondusif dalam
iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.
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. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 s/d 60
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Bagian Space reklame dilarang tanpa materi reklame, dengan maksud bahwa
apabila kosong (sedang ditawarkan) diisi dengan himbauan yang bersifat sosial.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.



